
DOI: http://dx.doi.org/10.25181/jppt.v21i2.2089  

Jurnal Penelitian Pertanian Terapan Vol. 21 (2): 147-157 

Website: http://www.jurnal.polinela.ac.id/JPPT  

pISSN 1410-5020 

eISSN 2407-1781 

 

 
Lisensi 

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional. 
 

Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Sekitar Kawasan 

Hutan Lindung Reg. 20 Kabupaten Pesawaran, Lampung  

Economic Empowerment Strategy For Society In Surrounding 

Protection Forest Reg. 20 Pesawaran District, Lampung  

Fitriani1*, Cholid Fatih2, Teguh Budi Trisnanto3, dan Zainal Mutaqin 

1Politeknik Negeri Lampung/Agribisnis Pangan 
2Politeknik Negeri Lampung/Agribisnis  
3Politeknik Negeri Lampung/Agribisnis Pangan 
4Politeknik Negeri Lampung/Produksi Tanaman Pangan 
*E-mail : fitriani@polinela.ac.id  
 

 

ABSTRACT  
 

The main problems faced in managing the Pesawaran forest area are the activities of forest 

encroachment, illegal logging and mining, and also shifting of boundaries that threaten the 

function of the forest. This research aims to ensure the design of strategies for community 

economic empowerment in forest areas so that they can be responsible for forest 

rehabilitation activities. Gayau Village, Padang Cermin sub-District, Pesawaran Region, 

Lampung represented as the research location that bordered with the Protection Forest 20 

Region. Respondents were determined by purposive sampling method amount of 40 people.  

It was the representation of community leaders, village officials, farmer institutions 

(poktan/Gapoktan), and farmers who carry out agricultural activities around forest areas. 

The data collection method using a Rapid Rural Appraisal (RRA) and Focus Group 

Discussion (FGD) approach. The data analysis method was descriptive qualitative method 

using SWOT analysis. Based on the analysis results show that strategy should consider the 

strengthen the community forest management based on Good Agriculture Practices (GAP) 

farming.  This is in quadrant I potition or in growth conditions.  It means that the 

appropriate strategy is cpmbining the Strength and Opportunity condition. Then the 

appropriate strategy is a concentration through horizontal integration of farm 

diversification. The production of intercropping plants with high economic value is an 

important alternative. Increasing farm productivity needs through by improving the quality 

of cultivation with GAP principles. This strategy is included in the growth strategy by 

expanding community activities and developing information and communication networks in 

regions that have the same program. Exploration of alternative income growth from non-

timber resources requires assistance from capital institutions, the extension institution (state 

or private) and access to technology. 
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PENDAHULUAN  
Kabupaten Pesawaran memiliki potensi lahan yang belum dioptimalkan untuk kegiatan budidaya 

mencapai ± 36.490,77 ha.  Namun sebagian besar wilayah tersebut adalah teritori wilayah hutan lindung dan 

hutan industri. Pengelolaan kawasan hutan berada di bawah tanggung jawab Kantor Kesatuan Pengelolaan 

Hutan Lindung (KKPHL).  KKPHL Kabupaten Pesawaran mengelola kawan hutan produksi Reg. 18 Titi 
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Bungur (1.955 ha), THR Wan Abdul Rahman Reg 19 (21.929,31 ha), hutan lindung Reg 20 (Pematang 

Kabuato seluas 7.954 ha), dan Reg 21. Perentian Baru (4.631,76 ha). Wilayah hutan lindung di Pesawaran 

hampir 80% mengalami kerusakan.  Hal ini terjadi antara lain akibat perambahan hutan yang mencapai 

luasan 2.600 ha di area Reg. 20 Pematang Kabuato (KPHL Pesawaran 2015).   

Persoalan utama yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan hutan Pesawaran secara lestari adalah 

adanya aktivitas perambahan hutan, perambahan dan penambangan liar juga pergeseran batas terus 

meningkat dari waktu ke waktu (KPHL Pesawaran 2015).  Hal tersebut menimbulkan kerusakan ekosistem 

dan menyebabkan hilangnya berbagai fungsi hutan.   Fungsi utama hutan lindung adalah menjaga system 

penyediaan dan perlindungan terhadap siklus hidrologi dan tanah, utamanya dalam layanan jasa ketersediaan 

air, kekeringan dan banjir, erosi, sedimentasi hingga retensi dan kesuburan tanah.  Hutan  lindung berfungsi 

sentral dalam menjaga siklus hidrologi dan tanah.  Keseimbangan layan jasa alam dan lingkungan akan 

mengalami gangguan dengan terjadinya destruksi wilayah hutan secara massif dan luas.   

Kegiatan perambahan hutan sebagai aktivitas pemanfaatan hutan di Kawasan hutan lindung Reg. 20 

telah menekan lebih dari 16% wilayah tutupan hutan terkonversi menjadi lahan garapan.   Seluas ±1.300 ha 

telah terdeteksi sebagai wilayah perambahan hutan oleh masyarakat dari total kawasan hutan lindung 

Pematang Kabuato seluas 7.954,70 ha.  Teritori wilayah Kecamatan Padang Cermin yang masuk ke dalam 

wilayah Reg. 20 ada 8 Desa.  Kerusakan wilayah hutan diperparah dengan terjadinya konversi dan alih 

fungsi lahan hutan untuk peruntukan lain, yaitu untuk lahan budidaya, perumahan, industri, dll.  Perubahan 

tata guna lahan di Kawasan hutan secara terstruktuf dan masih memperparah deforestrasi dan degradasi 

lahan dalam spektum yang luas (Verbist et al., 2004; Hidayat et al., 2010; Wakka and Hayati, 2011; 

Juniyanti et al., 2020).   

Kondisi tersebut semakin memburuk dengan semakin terbukanya akses pengelolaan hutan.  Berbagai 

penelitian tentang deforesterasi menginformasikan tentang penyebab utama kerusakan hutan yaitu praktik 

konsesi HPH (Hak Pengusahaan Hutan), illegal logging, perkebunan, perladangan berpindah, dan 

pembukaan hutan untuk transmigrasi. Rata-rata kehilangan luasan hutan di Indonesia mencapai 40 juta 

m3/tahun padahal laju pemanfaatan hutan secara lestari baru mencapai 22 juta m3/tahun.  Ha ini antara lain 

disebabkan karena tidak semua pemegang konsesi hak pengelolaan hutan (HPH) melakukan upaya 

pengelolaan dan reforestrasi dengan seharusnya.  Industri kayu yang berkembang dibayar mahal dengan 

kehilangan sumberdaya hutan, lingkungan, dan kerugian ekonomi yang tidak ternilai (Sunderlin 1997; 

Purbawiyatna et al. 2011).  Begitupun, aktivitas perladangan berpindah dan alih fungsi lahan budidaya.  

Dorongan kebutuhan ekonomi menjadi motivasi utama masyarakat melakukan konservasi lahan untuk 

peruntukan lain, utamanya bagi perluasan lahan garapan (Hidayat 2010).   

Penyelesaian persoalan konversi lahan hutan untuk aktivitas ekonomi oleh masyarakat tidak dapat 

serta merta dilakukan dalam jangka pendek.  Relokasi perambah secara paksa menimbulkan persoalan sosial, 

selain juga biaya yang sangat besar, bahkan seringkali dikaitkan dengan isu HAM.  Tekanan ekonomi 

sebagai motif utama perambah hutan harus mendapatkan jawaban integral dari setiap pemangku kebijakan. 

Tanpa ada upaya subtitusi sumber-sumber pendapatan bagi perambah, maka mereka akan kembali lagi untuk 

melakukan konversi hutan menjadi lahan garapan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat perambah hutan 

menjadi motivasi utama pendorong mereka melakukan aktivitas membuka lahan garapan (konversi) di hutan 

sebagai sumber pendapatannya  

Kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari berkembang dengan pelibatan partisipasi 

masyarakat pemanfaat hasil hutan.  Semangat partisipatif didorong untuk memberikan ruang pemanfaatan 

hutan dan hasil hutan bagi masyarakat yang secara illegal masuk dalam koridor pembinaan menjaga fungsi 

hutan.  Berdasarkan Permenhut 47/2013 pemanfaatan hutan wilayah tertentu dapat dilakukan oleh 

masyarakat  utamanya yang secara kolektif bergabung dalam wadah organisasi ekonomi dan pertanian di 

wilayah pembinaan tersebut.  Lembaga masyarakat dapat berupa kelompok tani, Gabungan kelompok tani 

(Gapoktan, koperasi, UMKM, atau badan usaha BUMN/D/S.  Peraturan ini merupakan landasan yuridis agar 
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pengelolaan hutan dapat dilakukan dengan tetap mengikutsertakan masyarakat pemanfaat hutan secara aktif 

untuk menjaga fungsi hutan lestari.   

Peningkatan kualitas dan kuantitas diversifikasi produk hasil hutan non-kayu, perbaikan harga hasil 

hutan non-kayu, pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari dapat menjadi strategi pengelolaan hutan yang 

memberdayakan masyarakat yang bergantung pada hasil hutan sebagai sumber pendapatannya.  Namun 

kepastian dan ketegasan aturan hukum, pembinaan, kontrol terhadap praktik baik budidaya dalam wilayah 

hutan, hingga aktivitas pemanfaatan hasil hutan non kayu diperlukan (Zulaifah 2006).  Agroforestri 

merupakan salah satu praktik baik pengelolaan sumberdaya lahan hutan secara lestari. Kombinasi tanaman 

budidaya  dengan penanaman tegakan pohon penting dalam pola agroforestri memberikan biodiversitas lebih 

baik dan menjaga fungsi penyediaan jasa lingkungan. Hal ini terjadi pada usahatani kopi dengan agroforestri 

yang mampu memberikan performa keberagaman biodiversitas dan perbaikan pendapatan petani 

dibandingkan dengan usahatani monokultur (Fitriani et al., 2018b; 2018a; 2018). 

Kondisi sosial ekonomi masyarakat pengguna hasil hutan menjadi penentu tingkat partisipasi aktif 

penerapan praktik baik agroforestri dalam pilihan budidaya tanaman komersial di wilayah sekitar hutan.  

Oleh karena itu, strategi pengembangan kawasan hutan perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi 

masyarakat berdasarkan potensi sumberdaya hutan yang ada. Hal ini berarti, upaya pemanfaatan sumberdaya 

hutan tidak boleh mengabaikan kelestarian lingkungan hutan namun juga harus mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa hutan.  Penelitian ini bertujuan untuk menyusun strategi pengembangan 

sumber pendapatan bagi masyarakat pemanfaat hutan di sekitar kawasan hutan lindung.   

METODE PENELITIAN 
Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran memiliki 8 desa, dan empat desa berada di sekitar 

kawasan hutan Reg 20, yaitu Desa Gayau, Banjaran, Durian dan Bunut Seberang dengan  jumlah 2615 KK 

dengan luas teritori 791,3 km2.  Metode penentuan lokasi dilakukan secara purposive, menetapkan Desa 

Gayau, desa yang berbatasan langsung dengan Reg 20 dan menjadi binaan KPLH Kab. Pesawaran sebagai 

lokasi penelitian. Responden sebanyak 40 orang ditentukan secara purposive sampling memperhatikan 

representasi dari tokoh masyarakat, perangkat desa, kelembagaan petani (poktan/Gapoktan), dan petani yang 

melakukan aktivitas pertanian di sekitar kawasan hutan. Penelitian dilakukan ini menggunakan metode 

survei.  Eksplorasi penggalian data dilakukkan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan tokoh kunci 

dari tingkat petani, kelompok tani/Gapoktan, aparatur desa/kecamatan, BP-DAS, dan dinas terkait dalam 

Focus Group Discussion (FGD).  Data primer terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat dilakukan melalui 

telaah dan penggalian masalah dan pemecahannya.  Metode deskriptif kualitatif menggunakan alat analisis 

pengambilan keputusan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threaths) analisis.  Sebagai metode 

analisis kualitatif, SWOT menghasilkan rumusan strategi melalui pertimbangan berbagai factor internal dan 

eksternal yang dihadapi organisasi (Napitupulu, et al., 2013; Agustina et al., 2015; Mahfud and Mulyani, 

2017). Identifikasi kondisi internal dilakukan melalui pemetaan kondisi organisasi dari sisi kekuatan dan 

kelemahan.  Sementara itu, kondisi eksternal ditelusur peluang dan ancaman.  SWOT analisis dilakukan 

melalui tahapan 1) penentuan kondisi internal dalam Matrik Internal Faktor (IFEM: The Internal Factor 

Evaluation Matrix),   (sebagai berikut (David et al., 2009; David, 2016; Mahfud and Mulyani, 2017).  2) 

Penentuan Matrik Eksternal Faktor (EFEM: The External Factor Evaluation Matrix). 3) Penyusunan Matrik 

SWOT, dan 4) Perumusan alternatif strategi yang merupakan kombinasi silang strategi berdassarkan kondisi 

matrik IFEM dan EFEM dalam (SO, ST, WO, WT).   

Deskripsi kondisi peluang dan ancaman eksternal diidentifikasi dan dipetakan berdasarkan situasi 

yang dihadapi untuk mengoptimalkan kekuatan dan meminimalkan risiko kelemahan organisasi.  Matrik 

SWOT selanjutnya disajikan dalam keterkaitan empat rangkaian peluang strategi.  Strategi kombinasi 

kekuatan dan peluang (S-O), strategi padanan kekuatan untuk menghadapi tantangan (S-T), strategi 

meminimalkan kelemahan dengan pemanfaatan peluang (W-O), dan strategi mengatasi kelemahan dengan 



Jurnal Penelitian Pertanian Terapan 

 

Volume 21, Nomor 2,  Tahun 2021 Hal 150 

meminimalkan ancaman (W-T).  Selanjutnya kombinasi strategi tersebut disandingkan dalam kerangka 

bagan Matrik SWOT (Baudino et al. 2017) pada Tabel 1:  

 

Tabel 1.  Kerangka analisis SWOT 

                  Internal 

 

Eksternal 

Strengths (S) 

Tentukan 5 – 10 faktor yang menjadi 

kekuatan 

Weakness (W) 

Tentukan 5 – 10 faktor yang menjadi 

kelemahan 

Opportunities (O) 

Tentukan 5 – 10 faktor 

yang menjadi peluang 

Strategi (SO) 

Ciptakan strategi yang menggunakan 

kekuatan untuk memanfaatkan 

peluang 

Strategi (WO) 

Ciptakan strategi yang meminimalkan 

kelemahan untuk memanfaatkan peluang 

Threats (T) 

Tentukan 5 – 10 faktor 

yang menjadi ancaman 

Strategi (ST) 

Ciptakan strategi yang menggunakan 

kekuatan untuk mengatasi ancaman 

Strategi (WT) 

Ciptakan strategi yang meminimalkan 

kelemahan untuk menghindari ancaman 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Strategi pengembangan sumberdaya ekonomi 

Inventarisasi kondisi internal pengelolaan kawasan hutan rakyat dilakukan terhadap kondisi 

kekuatan dan kelemahan stakeholders dalam aktivitas pengelolaan kawasan  sekitar hutan Reg 20.  

Stakeholders yang menjadi narasumber adalah: 

1. Kepala Seksi Perencanaan KPHL Pesawaran 

2. Kepala TU KPHL Pesawaran 

3. Kepala Seksi Kelembagaan BP DAS WSS 

4. Kepala Desa Gayau Kecamatan Padang Cermin 

 

Informasi kondisi kekuatan (Strength) yang diinventarisi melalui pernyataan sebagai berikut: 

1 .  (S1): Kondisi ketersediaan   lahan kawasan hutan Reg 20. Pesawaran (luasan, kondisi tanah, aman 

dari kemungkinan terpapar hal berbahaya atau bencana, dan mendukung situasi peningkatan 

produktivitas sumberdaya hutan non-kayu). 

2. (S2): Diversitas pohon tegakan yang dimiliki masyarakat sangat potensial dalam mendukung 

diversifikasi hasil hutan non-kayu.  

3. (S3):  Kemudahan akses dan ketersediaan fasilitas umum untuk tumbuhkembangnya diversifikasi 

usaha hasil hutan tersedia secara memadai  

4 .  (S4): Petani berada pada rentang usia produktif memiliki potensi untuk adaptif dan responsif untuk 

menerapkan prinsip usahatani berkelanjutan.  Selain itu, masyarakat juga memiliki sumber 

pendapatan utama dan alternatif sumber pendapatan lainnya. 

5. (S5): Usaha hilirisasi hasil hutan non-kayu melau berkembang. 

 

Kondisi kelemahan sebagai berikut: 

1. (W1): Diversifikasi usaha hasil hutan non-kayu belum secara optimal dikembangkan. 

2. (W2): Kualitas pendidikan masyarakat wilayah sekitar hutan secara rerata rendah. 

3. (W3): Ekspansi eksplorasi lahan hutan oleh masyarakat sulit dikontrol. 

4. (W4): Diversifikasi tanaman tumpang sari hasil hutan non-kayu belum optimal dalam meningkatkan 

pendapatan 

5. (W5): Aktivitas ekonomi dan usahatani belum secara optimal berorientasi pada pelaksanaan praktik baik 

penerapan prinsip kelestarian fungsi hutan. 

 

Kondisi eksternal masyarakat meliputi potensi dan situasi di luar masyarakat yang dapat menjadi 

peluang dan tantangan dalam pengelolaan hutan.  Hasil kristalisasi kondisi eksternal disusun sebagai berikut: 

1. Adanya Permenhut No. 47 tahun 2013 yang memberikan kesempatan pihak ketiga (masyarakat 
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mengelola hutan rakyat yang dikuatkan dengan peraturan yang berlaku (O1). 

2. Perubahan   paradigma pengelolaan hutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat melalui 

penerapan prinsip budidaya pertanian yang baik (Good Agriculture Practices) 

3. Peluang terbukanya usaha non kayu yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan. 

(O3). 

4. Sikap terbuka dan transparansi dari Dinas KPHL dan Dinas Kehutanan tentang   program-progam 

pembinaan kepada masyarakat desa sekitar hutan (O4). 

5. KPHL dan Dinas Kehutanan   memberikan sikap positif dan merangkul (empower) 

masyarakat di wilayah sekitar hutan sehingga membuaka ruang keterikatan (bonding) 

dalam ranah kepercayaan dan tanggung jawab untuk penerapan program-program 

partisipatif hutan lestari (O5). 

 

Sementara itu, kondisi ancaman yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat antara 

lain: 

1. Keberpihakan anggaran dan program dari Pemda Kabupaten Pesawaran, Kantor KPHL, dan Dinas 

Kehutanan tidak pasti (T1). 

2. Kualitas dan kuantitas SDM pendamping KPHL Pesawaran perlu terus ditingkatkan dalam kegiatan 

Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian program pembinaan masyarakat 

sekitar hutan (T2). 

3. Prinsip budidaya pertanian yang baik (Good Agriculture Practices) di hutan  Reg. 20 belum secara 

luas dipromosikan, tidak ada demonstrasi plot,  sehingga masih kurang sehingga berdampak 

pada rendahnya partisipasi masyarakat sekitar kawasan Hutan Reg.20 (T3). 

4. Kegiatan pembinaan hilirisasi hasil olahan hutan non-kayu dan akses permodalan usaha baru belum 

ada, sehingga usaha baru belum berkembang (T4). 

5. Peluang dan izin usaha di wilayah sekitar hutan secara teknis belum dikelola dengan baik (T5) 

Berdasarkan rekapitulasi data yang dilakukan selanjutnya disusun penentuan peringkat kondisi 

internal masyarakat pengguna hutan.  Posisi kekuatan dan kelemahan sebagai faktor internal disajikan pada 

Tabel 2.  Sementara itu, kondisi dan situasi lingkungan eksternal pemeringkatannya ditabulasi di Tabel 3. 

  

Tabel 2.  Matrik Faktor Internal (IFEM) 

No Resp 

 

Bobot Rating Skor Peringkat 

 

Kekuatan 

    1 S4 0.10 4.5 0.47 1 

2 S5 0.10 4.5 0.47 2 

3 S1 0.09 4.25 0.42 3 

4 S2 0.09 4.25 0.42 4 

5 S3 0.09 4.25 0.42 5 

 

Jumlah 

  

2.22 

 

 

Kelemahan 

   1 W1 0.10 4.5 0.47 1 

2 W2 0.09 4.25 0.42 2 

3 W5 0.09 4.25 0.42 3 

4 W3 0.09 4 0.37 4 

5 W4 0.09 4 0.37 5 

 

Jumlah 

  

2.06 
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 Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa peringkat kondisi yang menjadi kekuatan dalam pengelolaan 

kawasan hutan menjadi sebagai berikut: 

1 .  (S4): Petani berada pada rentang usia produktif memiliki potensi untuk adaptif dan responsif untuk 

menerapkan prinsip usahatani berkelanjutan.  Selain itu, masyarakat juga memiliki sumber 

pendapatan utama dan alternatif sumber pendapatan lainnya. 

2. (S5): Usaha hilirisasi hasil hutan non-kayu melau berkembang. 

3 .  (S1): Kondisi ketersediaan  lahan kawasan hutan Reg 20. Pesawaran (luasan, kondisi tanah, aman 

dari kemungkinan terpapar hal berbahaya atau bencana, dan mendukung situasi peningkatan 

produktivitas sumberdaya hutan non-kayu). 

4. (S2): Diversitas pohon tegakan yang dimiliki masyarakat sangat potensial dalam mendukung 

diversifikasi hasil hutan non-kayu.  

5. (S3): Kemudahan akses dan ketersediaan fasilitas umum untuk tumbuhkembangnya diversifikasi 

usaha hasil hutan tersedia secara memadai  

Dengan demikian yang menjadi ranking pertama pada kondisi internal kekuatan adalah sumber 

pendapatan utama dari pertanian dan berada pada usia produktif.  Sementara potensi usaha diversifikasi 

usahatani untuk hilirisasi olahan hasil hutan non-kayu menjadi kekuatan kedua.  

Peringkat urutan kepentingan kondisi kelemahan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan sebagai 

berikut: 

1. (W1): Diversifikasi usaha hasil hutan non-kayu belum secara optimal dikembangkan. 

2. (W2): Kualitas pendidikan masyarakat wilayah sekitar hutan secara rerata rendah. 

3. (W3): Ekspansi eksplorasi lahan hutan oleh masyarakat sulit dikontrol. 

4. (W5): Aktivitas ekonomi dan usahatani belum secara optimal berorientasi pada pelaksanaan praktik 

baik penerapan prinsip kelestarian fungsi hutan. 

5. (W4): Diversifikasi tanaman tumpang sari hasil hutan non-kayu belum optimal dalam meningkatkan 

pendapatan 

Dengan demikian, kelemahan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan adalah lemahnya penerapan 

diversifikasi usaha hasil hutan non-kayu secara optimal dan kualitas Pendidikan yang tidak menunjang 

tumbuhkembangnya diversifikasi usaha hasil hutan non-kayu.   

Pada penilaian kondisi lingkungan eksternal, skoring dilakukan pada situasi peluang dan tantangan.  

Peringkat kondisi faktor eksternal dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3.  Matrik Faktor Eksternal (EFEM) 

No Resp 

 

Bobot Rating Skor Peringkat 

 

Peluang 

    1 O5 0.10 4.5 0.47 1 

2 O3 0.10 4.25 0.44 2 

3 O4 0.09 4.5 0.44 3 

4 O2 0.09 4.25 0.42 4 

5 O1 0.08 4.25 0.37 5 

 

Jumlah 

  

2.16 

 

 

Ancaman 

    1 T1 0.10 4.5 0.47 1 

2 T2 0.09 4.25 0.42 2 

3 T3 0.09 4 0.39 3 

4 T5 0.08 4.25 0.37 4 

5 T4 0.08 4 0.35 5 

 

Jumlah 

  

2.01 
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Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa peringkat kondisi yang menjadi kekuatan dalam pengelolaan kawasan 

hutan menjadi sebagai berikut: 

1. KPHL dan Dinas Kehutanan   memberikan sikap positif dan merangkul (empower) masyarakat di 

wilayah sekitar hutan sehingga membuaka ruang keterikatan (bonding) dalam ranah kepercayaan dan 

tanggung jawab untuk penerapan program-program partisipatif hutan lestari (O5). 

2. Peluang terbukanya usaha non kayu yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan. 

(O3). 

3. Sikap terbuka dan transparansi dari Dinas KPHL dan Dinas Kehutanan tentang   program-progam 

pembinaan kepada masyarakat desa sekitar hutan (O4). 

4. Perubahan   paradigma pengelolaan hutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat melalui 

penerapan prinsip budidaya pertanian yang baik (Good Agriculture Practices) (O2) 

5. Adanya Permenhut No. 47 tahun 2013 yang memberikan kesempatan pihak ketiga (masyarakat 

mengelola hutan rakyat yang dikuatkan dengan peraturan yang berlaku (O1). 

 

Ancaman yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat urutan peringkatnya adalah: 

1. Keberpihakan anggaran dan program dari Pemda Kabupaten Pesawaran, Kantor KPHL, dan Dinas 

Kehutanan tidak pasti (T1). 

2. Kualitas dan kuantitas SDM pendamping KPHL Pesawaran perlu terus ditingkatkan dalam kegiatan 

Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian program pembinaan masyarakat 

sekitar hutan (T2). 

3. Prinsip budidaya pertanian yang baik (Good Agriculture Practices) di hutan  Reg. 20 belum secara 

luas dipromosikan, tidak ada demonstrasi plot, sehingga masih kurang sehingga berdampak pada 

rendahnya partisipasi masyarakat sekitar kawasan Hutan Reg.20 (T3). 

4. Peluang dan izin usaha di wilayah sekitar hutan secara teknis belum dikelola dengan baik (T5). 

5. Kegiatan pembinaan hilirisasi hasil olahan hutan non-kayu dan akses permodalan usaha baru belum 

ada, sehingga usaha baru belum berkembang (T4). 

 

Berdasarkan analisis EFAS di atas, peluang (Opportunities) mendapatkan skor 2,16 dan ancaman (Threats) 

mendapatkan skor 2,01.  Jadi total skor EFAS sebesar 4,17. Sementara itu IFAS (Internal Factor Analysis 

Summary) kekuatan (Strength) sebesar 2,21, kelemahan (weakness) sebesar 2,067. Selisih dapat diketahui 

melalui perhitungan berikut: 

 

Strengths – Weakness  = 2,22 – 2,06 

 =  0,16 

Opportunities –Threats = 2,16 – 2,01 

 = 0,15 

 

Maka kekuatan lebih tinggi dari kelemahan dengan selisih (+) 0,15.  Sementara itu nilai peluang juga 

lebih tinggi dari nilai anacaman dengan selisih (+) 0,15. Selanjutnya perhitungan nilai tersebut dapat 

digambarkan pada Diagram Cartesius pada Gambar 1. 
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Opportunities (2,16) 

   

   

 

0,15 (+) 
 

  

     

     0,15 (+) 

  
        

 

III. Strategi Turn 

Around 

  

I. Strategi Menyerang 

(agresif) 

 

(Strategi perubahan) 

     
       

 

Weakness (-2,067) 

    

Strength (2,21) 

        

 

IV. Strategi Defence 

 

II. Diversification 

 

 

(Strategi bertahan) 

  

(Diversifikasi strategi) 

 

   

Threats (-2,01) 

    

Gambar 1.  Penempatan SWOT analisis pada kuadran diagram Cartesius  

Berdasarkan hasil penjumlahan nilai keseluruhan skor faktor juga dapat ditampilkan dalam tabulasi 

rumusan strategi hasil elaborasi kristalisasi pemeringkatan kondisi internal dan eksternal yang dihadapi 

masayarakat/organisasi.  Tabel 4 menguraikan hasil penilaian skor masing-masing komponen dalam SWOT. 

 

Tabel 4. Penilaian skoring penilaian komponen SWOT analisis 

IFEM 

EFEM 

 

Kekuatan 

Strength (S) 

 

Kelemahan 

Weaknesses (W) 

 Peluang  

Opportunities(O) 

S-O strategy 

= 2,22 + 2,16 

= 4,38 

W-O strategy 

= 2,07 + 2,16 

= 4,23 

Tantangan 

Threats (T) 

S-T strategy 

= 2,22 + 2,01 

= 4,23 

W-T strategy 

= 2,07 + 2,01 

= 4,28 

 

Berdasarkan Tabel 4 dapat disusun kuadran strategi yang dapat dipilih.  Jumlah nilai IFEM = 4,28 

dan nilai EFEM = 4,17; maka penempatan strategi pengelolaan hutan berada pada kuadran 1.  Pengelolaan 

hutan masyarakat untuk diversifikasi usahatani berlandaskan penerapan GAP menjadi strategi pertumbuhan 

(growth strategy), karena berada pada posisi kuadran I.  Strategi konsentrasi yang sesuai pada posisi ini 

adalah integrasi horizontal melalui pengayaan diversifikasi usahatani. Growth strategy dengan upaya 

diversifikasi usaha menjadi program utama yang penting bagi upaya membangun partisipasi kelestarian 

hutan yang tetap menyejahterakan masyarakat.  Perluasan kegiatan ekonomi masyarakat melalui diversifikasi 

horizontal usahatani dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu disertai dengan penguatan jejaring informasi dan 

komunikasi dengan para pemangku kepentingan pada daerah yang memiliki program yang sama untuk 

pengembangan kawasan hutan kemasyarakatan (agroforestri) diperlukan.  Strategi ini termasuk dalam 

strategi pertumbuhan.  Pada Tabel 5 disajikan rincian kombinasi strategi yang menjadi rekomendasi 

kebijakan program pengelolaan dan pembinaan partisipatif masyarakat hutan untuk hutan lestari.  
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Tabel 7.  Rekomendasi kebijakan program pengelolaan dan pembinaan partisipatif masyarakat hutan untuk  

               hutan lestari 
IFAS 

 

 

 

 

 

EFAS 

 S(Strength) 

1. Usia produktif memiliki 

potensi untuk adaptif dan 

responsif pada usahatani 

berkelanjutan.   

2. Potensi hilirisasi hasil hutan 

non-kayu. 

3. Lahan kawasan hutan 

lindung Reg 20. Pesawaran 

yang luas produktif untuk 

hasil hutan non-kayu. 

4. Diversitas pohon tegakan 

masyarakat mendukung 

diversifikasi hasil hutan 

non-kayu.  

5.  Kemudahan akses dan 

ketersediaan fasilitas umum  

W (Weakness) 

1. Diversifikasi hasil hutan non-

kayu belum optimal 

dikembangkan 

2. Kualitas pendidikan masyarakat 

wilayah sekitar hutan secara 

rerata rendah. 

3. Ekspansi eksplorasi lahan hutan 

oleh masyarakat sulit dikontrol. 

4. Aktivitas ekonomi dan 

usahatani belum secara optimal 

pada praktik baik kelestarian 

fungsi hutan. 

5. Diversifikasi tanaman tumpang 

sari hasil hutan non-kayu belum 

optimal dalam meningkatkan 

pendapatan 
 

Opportunities(O) 

1. KPHL dan Dinas Kehutanan   

memberikan sikap positif 

dan merangkul (empower) 

masyarakat 

2. Peluang terbukanya usaha non 

kayu 

3. Sikap terbuka dan 

transparansi dari Dinas KPHL 

dan Dinas Kehutanan 

4. Perubahan   paradigma hutan 

yang berorientasi pada 

kesejahteraan masyarakat 

5. Adanya Permenhut No. 

47/2013 untuk pengelolaan 

hutan rakyat. 

St rat eg i S -O 

 

1. Pembinaan secara terstruktur dan 

berkelanjutan dari KPHL dan 

Dinas Kehutanan terkait 

penerapan praktik GAP. 

2. Eksplorasi alternative usaha non 

kayu sebagai sumber pendapatan 

masyarakat hutan. 

3. Pendampingan dari lembaga 

permodalan 

4. Mobilisasi sumberdaya 

masyarakat hutan melalui 

kelembagaan masyarakat.  

St rat eg i W-O 

 

1. Potensi peningkatan produktivitas hasil 

dan sumber pendapatan melalui 

diversifikasi dan hilirisasi hasil hutan 

non-kayu 

2. Penguatan modal sosial kelembagaan 

masyarakat untuk soliditas dan 

kerjasama pengelolaan usaha yang 

mendukung hutan lestasi  

3. Promosi, edukasi, dan pelibatan aktif 

masyarakat dalam semua aktvitas 

ekonomi masayarakat di wilayah hutan 

secara lestari 

 

 

Threats(T) 

1. Keberpihakan anggaran dan 

program tidak pasti. 

2. Kualitas dan kuantitas SDM 

pendamping KPHL Pesawaran 

perlu terus ditingkatkan. 

3. Prinsip budidaya pertanian 

yang baik luas dipromosikan 

belum ada dan tidak ada 

demonstrasi plot. 

4. Peluang dan izin usaha hutan 

belum dikelola dengan baik 

(T5). 

5. Hilirisasi hasil olahan hutan 

non-kayu dan akses 

permodalan usaha baru belum 

ada pembinaan. 
 

Strategi S-T 

1. Mobilisasi sumberdaya ekonomi 

masyarakat (swadaya) dalam 

aktivitas pemeliharaan fungsi 

hutan. 

2. Partisipasi aktif dari masyarakat 

hutan menjadi kunci keberhasilan 

program kelestarian hutan 

3. Pembinaan dan pendampingan 

oleh KPHL dan Dinas Kehutanan, 

Dinas PMD hingga Lembaga 

pemerhati lingkungan diperlukan 

Strategi W-T 

1. Peningkatan kapasitas SDM 

penyuluh kehutanan  

2. Program pembinaan secara 

terstruktur dan fokus pada komunitas 

masyarakat hutan 

3. Penguatan koordinasi dan jejaring 

kerjasama ABG-MS yang berprinsip 

pada kelestarian perlu terus diinisiasi 
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KESIMPULAN 
Rumusan strategi pengembangan dan pengelolaan sumberdaya hutan terkait erat dengan 

pengayaan sumber penerimaan masyarakat dari hasil hutan non-kayu.  Masyarakat pada kawasan hutan 

lindung perlu fokus pada usaha diversifikasi horizontal usahatani berlandaskan Good Agriculture 

Practices (GAP).  Strategi diversifikasi merupakan bagian dari strategi pertumbuhan (growth) berada 

pada kuadran I.  Strategi pertumbuhan adalah strategi kombinasi faktor S-O (strenght-opportunity).  S-O 

fokus menggunakan secara optimal kekuatan dan peluang untuk konsentrasi pada integrasi horizontal 

diversifikasi usahatani. Pengusahaan produksi tanaman tumpangsari yang bernilai ekonomi tinggi 

menjadi alternatif penting. Peningkatan produktivitas usahatani perlu diakukan melalui 

perbaikan kualitas budidaya berprinsip GAP.  Eksplorasi tumbuhnya sumber-sumber pendapatan 

alternatif dari aktivitas usahatani maupun ekonomi produktif (bioindustri desa, perdagangan, dan 

ekowisata) memerlukan kehadiran pendampingan lintas sektoral baik oleh dinas/instansi pemerintah 

(daerah/Pusat) pun Lembaga/organisasi swadaya masyarakat (nasional/global) untuk mengatasi kendala 

permodalan, penguasaan Ipteks, pasar, dan kelembagaan.  Mobilisasi sumberdaya ekonomi masyarakat 

(swadaya) dalam aktivitas pemeliharaan fungsi hutan focus pada peningkatan kesadaran 

masyarakat dalam menjaga hutan secara lestar i sebagai bagian in tegral dalam 

kelangsungan mata pencaharian masyarakat sekitar hutan.  Penguatan modal sosial  

petani melalui pembentukan kelembagaan masyarakat hutan diperlukan.  Kelembagaan 

sosial menjadi kunci partisipasi aktif dari masyarakat hutan dalam mewujudkan kelestarian hutan.  

Keberadaan penyuluh kehutanan secara kuantitas dan kualitas perlu ditingkatkan untuk menjamin 

aktivitas pembinaan dan pendampingan bagi masyarakat kawasan hutan menjalankan praktik-praktik 

GAP dan kelestarian hutan secara berkelanjutan. 
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